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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari PT PLN (persero) dan 

masyarakat yang mengalami kerusakan alat elektronik sperti tv dan bola lampu, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan dan pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh PT PLN 

(persero) kepada masyarakat akibat jaringan aliran listrik tegangan tinggi 

itu dibagi atas dua bentuk yakni, mengganti dalam bentuk barang yang 

sama dan mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh masyarakat 

atau membayar kerugian dalam bentuk uang, asal dapat dibuktikan, maka 

PT PLN (persero) akan memberikan penggantian kerugian. 

2. Apabila terjadi jaringan aliran listrik tegangan tinggi, yang menimbulkan 

kerusakan pada alat-alat elektronik masyarakat dan masyarakat menuntut 

untuk diberikan penggantian kerugian oleh PT PLN (persero), maka  

berdasarkan tuntutan tersebut PT PLN (persero) wajib 

memenuhi/melaksanakannya karena semua itu merupakan tanggung jawab 

dari pihak PT PLN (persero) sebagai pemegang izin usaha dalam 

menyelenggarakan ketenagalistrikan. Namun dalam pemberian ganti 

kerugian tersebut PT PLN (persero) memiliki beberapa kendala yaitu: 

sulitnya PT PLN (persero) dalam menentukan jumlah harga yang pantas 

untuk diganti/diberikan kepada masyarakat yang alat elektroniknya 

mengalami kerusakan, kendala kedua, karena ketidak jujuran masyarakat 

dalam mengajukan klaim, kendala ketiga, sulitnya pembuktian dalam 
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menentukan apakah barang-barang tersebut benar-benar rusak akibat 

jaringan aliran listrik tegangan tinggi atau memang sudah rusak sejak 

lama. Selain itu adapun kendala dari masyarakat dalam menerima ganti 

kerugian yaitu salah satunya, keterbatasan waktu yang diberikan oleh PT 

PLN (persero) kepada masyarakat untuk mengajukan klaim dan prosedur 

yang berbelit-belit untuk mengajukan klaim. Padahal klaim yang diajukan 

oleh beberapa masyarakat tidak seberapa dibandingkan dengan rumitnya 

prosedur yang diberikan oleh pihak PT PLN (persero). 

B. Saran 

 Dari hasil penelitian yang penulis peroleh maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Perlunya sosialisai terlebih dahulu dari pihak PT PLN (persero) kepada 

masyarakat tentang bagaimana prosedur dalam mengajukan klaim atas 

kerusakan yang diderita oleh masyarkat. Serta dalam memberikan 

penilaian kerugian kepada masyarakat itu harus didasarkan pada 

pemanfaatan benda/barang tersebut, dan PT PLN (persero) juga perlu 

meluangkan waktu atau mengatur serta memberikan jadwal khusus 

terhadap masyarakat yang akan mengajukan klaim kepada mereka. 

Misalnya pengajuan klaim oleh masyarakat kepada PT PLN (persero) 

dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai dari 

pukul 09:00 sampai 13:00, selain dari jadwal di atas maka PT PLN 

(persero) tidak menerima pengajuan klaim dari pihak mana pun. 

2. Perlu adanya kejujuran dari masyarakat dan bagi masyarakat yang benar-

benar mengalami kerugian akibat rusaknya alat elektronik itu jika ingin 
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diminta pertanggungjawaban dari PT PLN (persero) agar dapat 

membuktikan bahwa kerusakan dari alat elektronik tersebut benar-benar 

terjadi saat tengan tinggi dan bukan karena telah rusak sejak lama. 
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